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ada salah satu ko­
ran nasional dibe­
ritakan tentang 
konferensi Anti 
Corruption Working 
Group di Bali. Saffi­
butan pejabat In-

donesia yang tampil pada acara 
itu mengamini basil survei 
Transparency International 

· (TI) mengenai indeks persepsi 
korupsi (IPK) negara-negara di 
dunia, termasuk Indonesia. Da­
lam berita tersebut dinyatakan 
Indonesia telah memperoleh 
kenaikan peringkat IPK sebagai 
salah satu negara G-20, namun 
korupsinya cukup parah. Ini 
suatu pernyataan yang mena­
fikan upaya keras Pemerintah 
Indonesia melalui kejaksaan 
dan Komisi Pemberantasa Ko­
rupsi (KPK) dalam mencegah 
dan mengatasikorupsi di negeri 
ini. 

Kebanggaan bahwa Indone­
sia sebagai negara antikorupsi I 
hampir sima. Namun, kemudi­
an itu dapat diatasi oleh sam­
butan pimpinan KPK yang me­
negaskan bahwa kini Indonesia 

\ telah memiliki strategi pence-

):,ahan dat ~Mdakan korupsi 
yang sistema tis dan tersttuktur 
serta telah berhasil memenjara­
kan koruptor dari pejabat ren­
dah sampai pejabat tinggi di 
tingkat daerah dan pusat. 

Namun, hal yang dijadikan 
tolok ukur tetap IPK. Sampai 
saat ini KPK tidak memiliki IPK 
basil survei sendiri yang lebih 
cocok dengan situasi dan kon­
disi masyarakat Indouesia. Ber­
bedadenganiPKbuatan TI yang 
hanya didasarkan pada basil 
survei mengenai kepuasan para 
pelaku usaha besarterhadappe­
layanan publik di suatu negara. 
Tolok ukur penggunaan tekno­
logi sistem pelayanan publik 
yang telah maju atau online 
singlesystem (OSS)negaramaju 
yang dibandingkan dengan ne­
gara-negara lain, termasuk In­
donesia, jelas akan menghasil­
kan survei yang berbeda pula 
dengan negara-negara berkem­
bangpada umumya, yang mana 
penggunaan OSS dalam pela­
yanan publiknya belumluas dan 
merata. Apalagi dasar survei TI 
mengenai IPK jelas sangat le­
mah, tidak cocok dengan karak­
ter sosial-budaya dan kondisi 
eknonorni kehidupan kita. 

Hasil survei TI a tau IPK ter­
sebutlebih banyakmewakilike­
pentingan pelaku usahanegara­
negara maju dan tidak melihat 
perkembangan penegakan hu­
kum terhadap korupsi yang ter­
jadi di negara-negara objek sur­
vei. Kita tidak pernah mende­
ngar di negara seperti Singa­
pura, Hong Kong, Korea Sela­
tan, dan Belanda a tau anggota 
Uni Eropa lain yang berhasil 
menjebloskan pelaku korupsi, 

mulai pejabat paling rendah 
(kepala desa) sampai menteri 
a tau pejabat setingkat menteri. 
Penilaian sebelah mata atas ca­
paian· Indonesia memberantas 
korupsi merupakan pelecehan 
atas harkatdan martabat Indo­
nesia sebagai suatu bangs a mer­
dekasaatini. Memangtidakda­
pat dinafikan bahwa, budaya, 
"jika bisa dipersulit jangan di­
permudah", khusus dalam hi­
dang perizinan sampai saat ini 
belum sima di kalangan biro­
krasi, terutama setelah peru­
bahan UUTipikor/ 1999. 

Sekalipun KPK dan kejaksa­
an telah berhasil menjebloskan 
pelaku korupsi ke dalam pen­
jara dan mengembalikan keru­
gian keuangan negara yang sig­
nifikan, terutama sejak tiga 
a tau em pat tahun lampau, ko­
ruptor tiada jera (kapok) dan to­
bat. Seakan telah terjadi vicious 
circle dalam pemberantasanko­
rupsi. Korupsi dan suap yang 
sangat memprihatinkan dan 
terpaksa membuat kita menge­
l us dada adalah yang terjadi di 
kalangan penegakhukum, baik 
dalam proses penyidikan, pe­
nuntutan, maupun pemeriksa­
andisidangpengadilan. Seka­
lipun hal ini sudah sampai 
di telinga Menko Polhu­
kam dan tengah dibentuk 
satgas-satgas antipungli, 
tetap saja bel urn ada peruba­
han budaya dan sikap aparatur 
hukum yang nyata untuk men­
cegah, apalagi menghukum pe­
lakunya. 

Dari kajian penulis, bahkan 
embrio suap di dalam penegak­
an hukum yang sering terjadi 
adalah karena terdapat inkon-



sistensi an tara ketentuan nor­
matifdalamKUHAPyangmem­
buka peluang untuk terjadi 
KKN. Contoh, ketentuan bah­
wa putusan be bas dapat dikasa­
si;perkara yangsudahmemper­
oleh putusan berkekuatan hu­
kum, tetapi dihidupkan kern­
bali dengan proses penyeledik­
an baru tanpa alas an yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Ini 
nyata pelanggaran atas prinsip 
ne his in idem : penyalahgunaan 
wewenang penyelidikan dan 
penyidikan dalam kasus perda­
ta yang kemudian dipidanakan 
tanpaalasanhukum yang dapat 
di~ang_@n_gjawabkan. 

asil, praktikhukum terse-
but mencerminkan tidak ada­
nya jaminan kepastian hukum 
yang adil sejalan dengan ama­
,nat UUD 45. Dalam keadaan 
chaos penegakan hukum terba-

• lut suap dan KKN tampak bah­
wa di negeri ini tengah terjadi 
"hukumrimba":siapayangkuat 
dia yang menang atau dime­
nangkan. Uang dan kekuasaan 
berkelindan untuk mencipta­
kan ketidakpastian hukum, ke­
adilan, dan apalagi kemanfaat­
an. Kebiasaan "trade-off" yang 
biasa dalam transaksi bisnis te­
lah menyusup ke dalam proses 
penegakanhukum, telah terjadi 
tanpa pencegahan dan pene­
gakanhukumsertadisiplinapa­
ratursipilnegara(ASN). 

Kesadaran sebagai suatu 
ban gsa merdeka yang memiliki 
cita-cita dan be bas dari kemis­
kinandanketidakberdayaanse-

' cara sosial, mental, dan ekono­
mi tampak semakin memudar 
seiring hiruk-pikuknya elite po­
litik dengan urusan pemilu dan 

_ penundaan pemilu. Itulah kon-
' disinegeripenuhjanji,akantet­

api tidak berhasil memiliki so­
lusi, selalu dengan masalah sa­
ma sehingga membuat masya­
rakatjenuh. Sis tern manajemen 
administrasi pemerintahan 
yang belum efisien dan efektif, 

..., sekalipun dasar undang-un- , 

I 
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dangnya telan tersedia, diuoili 
berkali-kali, termasuk UU Anti­
korupsi dengan penguatan 
pembentukan KPK. 

Sambutan Ketua KPK yang 
menyatakan bahwa lembaga 
yang dipimpinnya memiliki 
strategi membangun sistem 
pencegahan sejak daerah sam­
pai pusat pemerintahan baru 
sebatas obat pelipur lara karena 
sampaisaatini belumada tanda­
tanda keberhasilan yang ber­
sifat masif. Begitu pula anti­
nomiyangterjadididalampene­
gakan hukumnya, di mana telah 
terjadi overload hunian lapas se­
bagai dampak nyata dan signifi­
kan dari keberhasilan dalam pe­
nindakan selama ini. Kejujuran 
(fairness) dalam praktik hukum 
sudah lama dilupakan praktisi 
hukum pada umumnya, sekali­
pun hal tersebut merupakan 
embriodarifairtrial dansikap/­
perilaku in good faith (iktikad 
baik) a tau sebaliknya (akan) ter­
jadi miscarriage ofjustice . 

Kondisi kepastian hukum, 
apalagi kemanfaatan dan ke­
adilan yang dicita-citakan oleh 
hukum, hampir mustahil ter­
jadikarenadisatusisikepastian 
hukum selalu dipertentangkan 
dengan keadilan dan keduanya 
dengan kemanfaatan. Tidak 
pernah ada yang lengkap pari­
puma yang dapat menjanjikan 
bagi para pencari keadilan, ke­
cuali kesengsaraan lahir dan 
batin. Ketentuan KUHAP yang 
merupakan "karyaagung" pada 
1981 pun telah disimpangi se­
jak 1983 dengan Keputusan · 
Menteri Kehakiman Ismail 
Saleh yangmenyatakan, antara 
lain, bahwa putusan be bas da­
patdiajukankasasidenganalas­
an situasi dan kondisi negara. 
Ini suatu bentuk intervensi 
kekuasaan eksekutifke dalam 
yudukatif dan mencerminkan 
sis tern pemerintahan otoritari­
an yang seharusnya telah tidak 
berlaku di era Reformasi, na­
mun dibiarkan sampai saat ini 
tanpa ada prates sekalipun dari 

organisasi advokat. 
Selain kesesatan hukum ter­

sebut, contoh kekeliruan hu­
kum yangmerupakan cacat for­
mal dan material adalah keten­
tuan KUHAP yang ditafsirkan 
bahwa putusan be bas bagi se­
orang terdakwa masih dapat 
dikasasi (praktik berdasar Kep­
men Kehakiman) dan pemerik- · 
saan kembali untuk perkara 
yang telah berkekuatan hukum 
tetap tanpa alasan hukum yang 
jelas dan dapat dipertanggung­
jawabkan (pelanggaran asas ne 
his in idem) . Selain itu, kasus 
unfairtrial dimanakepentingan 
hukum bagi terdakwa tidak di­
berikan secara maksimal de­
ngan seizin majelis hakim se­
hingga tidak ada keseimbangan 
kepentinganhukumantarajak­
sa/penuntutumumdan terdak­
wa di muka hukum, merupakan 
contoh praktik yang sangat 
metnprihatinkan. 

Pemikiran . sesat hukum 
yang terjadi itu cermin dari 
sikap pemerintah kolonial dulu 
terhadap warganya, yang seha­
rusnya saat ini ditiadakan kare­
na bertolak belakang dengan 
maksud dan tujuan pemben­
tukan KUHAP. Terlebih berten­
tangan secara diametraldengan 
ketentuan mengenai jarninan, 
perlindungan akan kepastian 
hukum yang adil, dan persama­
an di muka hukum (Pasal28 D 
ayat 1) UUD 45. Juga Pasal28G 
ayat (1) bahwa setiap orang ber­
hak atas perlindungan diri pri­
badi, keluarga dan kehormatan, 
martabat, dan harta benda di 
bawah kekuasaannya serta ber­
hak atas rasa aman dan perlin­
dungan dari ancaman ketakut­
an untukberbuatatau tidak~br 
buat sesuatu yang merupak 
hak asasi serta be bas dari pe · a­
kuan yang merendahkan d ra-
jatmanusia. /; 
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